
c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah 
untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup di wilayahnya dan untuk memberikan 
arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah 
Kabupaten Tebo serta semua pihak yang terlibat dalam 
pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan 
lingkungan hidup diperlukan pengaturan tentang 
pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan 
lingkungan hid up; 

b. bahwa banyaknya kegiatan atau aktifitas masyarakat 
maupun pelaku usaha di Kabupaten Tebo yang 
menyebabkan terjadinya pencemaran dan/ atau 
kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan 
menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk 
melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan 
kerusakan; 

a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
serasi, selaras dan seimbang merupakan modal dasar 
guna menunjang terlaksananya pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 
sehingga perlu terus dilestarikan dan dipertahankan 
keberadaannya; 

Menimbang 

BUPATI TEBO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

TENT ANG 

NOMOR (~ TAHUN 2021 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 

BUPATI TEBO 
PROVINS! JAMBI 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang 
Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4068); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6573) 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian 
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 

Mengingat 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo. 

3. Bupati adalah Bupati Tebo. 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENT ANG PENGENDALIAN 
PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN 
HID UP. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI TEBO 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TEBO 

Dengan Persetujuan Bersama 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6). 

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat 
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 
Tahun 2010 ten tang Tata Laksana Pengendalian 
Pencemaran Air; 

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku 
Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6634); 



4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani dan 

mengurus masalah lingkungan hidup. 

5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya 

keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; 

6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 

kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 

keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 

7. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hid up adalah rangkaian u paya un tuk 

memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya 

makhluk hid up, zat, energi, dan/ a tau komponen lain ke dalam lingkungan 

hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan 

hidup yang telah ditetapkan. 

9. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hid up, 

yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

10. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk 

mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan 

keseimbangan antar keduanya. 

11. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk 

menyerap zat, energi, dan/ a tau komponen lain yang masuk a tau 

dimasukkan ke dalamnya. 

12. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 

selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat 

potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 

pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 

13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS 

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif 

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 

dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. 

14. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, 

adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum 

yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata 

ruang serta rencana pembangunan. 



15. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah 

hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait 

yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan/atau aspek fungsional. 

16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 

rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang 

dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun. 

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut 

Amdal adalah kajian mengenai dampak pen ting suatu usaha dan/ atau 

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 

proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau 

kegiatan. 

20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah 

pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ a tau kegiatan yang 

tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan 

bagi proses pengambilan kepu tusan ten tang penyelenggaraan usaha 

dan/ a tau kegiatan. 

21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan dari penanggung 

jawab usaha dan/ a tau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup atas usaha 

dan/ a tau kegiatan. 

22. Perubahan lklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau 

tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan 

komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah 

yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 

23. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan. 




































































